KPK 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
I. DATA PRIBADI
1. Nama . AGUS SUJARWO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 457281
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 375.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/120 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, LAINNYA Rp. 200.000.000

2. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, LAINNYA
Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 156.000.000

1. MOBIL, HONDA CRYV Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

2. MOTOR, YAMAHA BYSON Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

4. MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

65.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 445.534.325
F. HARTA LAINNYA Rp. -=e=
Sub Total Rp. 982.034.325
. HUTANG Rp. 193.516.980
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 788.517.345
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
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kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUHARTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK 1 730442
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah Seluas 1366 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 110.000.000
2. Tanah Seluas 458 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 65.000.000
3. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 130.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINI BUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

130.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 21.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 774.500.000
. HUTANG Rp. 273.721.274
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 500.778.726
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
I. DATA PRIBADI
1. Nama . TUSI INDRESWARI K
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK © 734177
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. -
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

12.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. =
D. SURAT BERHARGA Rp. .
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ——
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 12.000.000
. HUTANG Rp. 18.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. -6.000.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
I. DATA PRIBADI
1. Nama . SETIYAWAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
3. NHK : 738044
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 280.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/107 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 280.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 13.000.000

1. MOTOR, HONDA GLP Il Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

2. MOTOR, YAMAHA CORPIO 5BP Z Tahun 2010, HASIL SENDIRI

Rp. 8.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —
D. SURAT BERHARGA Rp. Ak
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.041.364
F. HARTA LAINNYA Rp. —
Sub Total Rp. 301.041.364
. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 301.041.364
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : GHUFRON
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT
3. NHK : 738739
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 240.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 59.000.000
1. MOBIL, ZUZUKI KATANA SHORT2 WD 6X Tahun 1996, HASIL
SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOTOR, HONDA CB125 R Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

6.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 348.500.000
. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 348.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUH LASIN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENDIDIKAN KESETARAAN
3. NHK : 739519
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 196.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/80 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, LAINNYA Rp. 175.000.000

2. Tanah Seluas 75 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 21.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 166.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SPORT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

2. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.150.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.090.394

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 417.240.394

. HUTANG Rp. -—--

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 417.240.394
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
I. DATA PRIBADI
1. Nama . SIHNATA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KURIKULUM DANKESISWAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA
3. NHK : 739761
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 660.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m2/246 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.000.000
1. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000
2.  MOBIL, SUZUKI AV1414F DX( 4X2) MT Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. all

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 34.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. L

Sub Total Rp. 804.500.000

1. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 804.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama . SAKSANA ARIFIYANTO
2. Jabatan : KEPALA SUBBIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN
3. NHK : 771493
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/70 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 51.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI KUDA Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp.
40.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

11.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. ==5s
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—as
Sub Total Rp. 304.500.000
. HUTANG Rp. 280.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 24.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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